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ABSTRAK 
 
AZWAR ACHMAD  (B111 11 086), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kelalaian Yang menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 48/Pid. B/2011/PN.Sinjai), di bawah bimbingan Slamet 
Sampurno selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum 
terhadap delik kelalaian dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sinjai. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan 
Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain 
penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 359 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan 
para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat 
jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. (2) Pertimbangan hakim dalam 
memustukan perkara putusan Nomor : 48/Pid.B/2011/PN.Sinjai telah sesuai 
karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak Negara yang 
sedang berkembang di dunia. Mobilisasi sangatlah berperan besar terhadap suatu 
bangsa. Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga 
hampir luput dari pantauan manusia, atau terjadi begitu cepatnya sehingga sukar 
untuk dipantau atau diperhatikan oleh manusia. 
Demikian pula dengan masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami 
masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, bertambah pula peraturan-
peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum ini tidak dapat dicegah karena 
masyarakat berharap dengan bertambahnya aturan tersebut, kehidupan dan 
kemanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap aturan-
aturan tersebut juga ikut bertambah. Dengan kata lain seiring dengan kemajuan 
yang terjadi dimasyarakat maka, semakin bertambah pula tindak pidana yang 
terjadi di masyarakat dan modusnyapun semakin beraneka ragam. Selain 
dikarenakan faktor jumlah masyarakat yang semakin banyak, juga dikarenakan 
rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat yang mengakibatkan 
adanya upaya dan dorongan untuk meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih 
baik walaupun semuanya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar. 
Kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat 
mempengaruhi jenis tindak pidana yang lain yang tentunya sangat merugikan bagi 
kehidupan masyarakat yang lain pada khususnya dan kehidupan berbangsa dan 
Negara pada umumnya. 
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Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin 
bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya 
perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di antara jenis kejahatan adalah 
kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan pembunuhan. Pembahasan 
mengenai kejahatan terhadap tubuh tidak lepas dari rumusan-rumusan negara 
dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Maka, kejahatan terhadap tubuh ini 
secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan 
sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II. 
            Kejahatan terhadap “orang” dalam KUHP mencakup kehormatan 
(penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, 
tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar 
menggabung hal-hal tersebut menjadi “tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh”, 
yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai, kejahatan terhadap nyawa 
orang, penganiayaan, menyebabkan mati atau lukanya orang karena 
kesalahan/kelalaian. 
            Tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka seseorang  karena 
kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. 
Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam 
maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum 
yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-
aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk 
kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. 
            Tindak pidana/kejahatan yang menyebabkan kematian karena kelalaian 
(culpa) dalam sitem KUHP kita dirumuskan dalam Pasal 359, yang berbunyi: 
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Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun 
Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah: 
1. Adanya unsur kelalaian (culpa); 
2. Adanya wujud perbuatan tertentu; 
3. Adanya akibat kematian orang lain; 
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian 
orang lain itu. 
Sebagaimana dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka hal yang 
menjadi titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut adalah menentukan apakah 
kematian yang dimaksud pada unsur ketiga dilakukan secara sengaja atau tidak 
dengan sengaja. 
Hal yang menjadi tema sentral dari skripsi ini adalah sebuah kasus 
kematian yang diakibatkan dari sikap kurang hati-hati atau lebih dikenal dengan 
istilah “alpa”. Adapun kronologi singkat dari kasus yang diangkat oleh penulis 
adalah sebagai berikut. Bahwa  terdakwa yang bernama Kade Dg. Makkeo yang 
bekerja sebagai petani berumur sekitar 58 tahun.Pada hari Kamis tanggal 17 
Februari 2011 sekitar pukul 15.00 Wita di sawah milik terdakwa Kade Dg. 
Makkeo di Dusun Topangka Desa Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, 
karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu korban 
Cora Bin Dula, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara meletakkan beberapa 
buah pisang yang sudah berisi racun jenis furadang di tengah sawah dan pematang 
sawah dengan maksud untuk membasmi hama babi dengan cara terdakwa 
menaruh/memasukkan racun furadang (berbentuk butiran warna kebiru-biruan) 
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didalam pisang yang sudah masak. Lalu kemudian korban yang bernama Cora Bin 
Dula memungut pisang tersebut dan memakannya sehingga menyebabkan 
kematian pada korban. Kematian korban dibenarkan oleh Visum Et repertum 
No.35 /PKM-AS/SSL/2011 tanggal  25 Februari 2011. Selanjutnya berdasar dari 
hasil laboratorium forensik cabang Makassar  Nomor:LB.170/KTF/11/2011 
tanggal 2 Maret 2011 menyatakan bahwa pisang  yang telah dimakan oleh korban 
mengandung racun jenis karbofuran. 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai atas kasus atau perkara tersebut, 
diputuskan bahwa tindakan pelaku berada dalam kategori delik/tindak pidana 
kelalaian. Dalam skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah penerapan hukum 
dalam putusan perkara No.48/Pid.B/2011/PN. Sinjai tentang delik kelalaian yang 
mengakibatkan kematian telah sesuai dengan Pasal 359  dan penulis ingin 
mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara 
No.48/Pid.B/2011/PN. Sinjai. 
Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan 
mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai hal ikhwal delik kelalaian 
bagaimana posisi hukum delik kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain 
dan bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara 
No.48/Pid.B/2011/PN.Sinjai apa telah sesuai dengan Pasal 359 KUHP.  
Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “tinjauan yuridis terhadap 
tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (studi kasus No. 
48/Pid.B/2011/PN.Sinjai)”. 
B.   Rumusan Masalah 
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Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas, 
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
kelalaian yang menyebabkan kematian ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 
48/Pid.B/2011/PN.Sinjai? 
C.   Tujuan Penelitian 
             Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana kelalaian yang menyebabkan kematian khususnya dalam perkara 
putusan No.48/Pid.B/2011/PN.Sinjai. 
2. untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus 
tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dalam perkara 
putusan No.48/Pid.B/2011/PN.Sinjai. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun  hasil  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  baik  secara teoritis 
maupun praktikal. 
1.  Kegunaan teoritis: 
a. Hasil  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan 
pemikiran  bagi  perkembangan  hukum  pidana,  dapat  menambah 
perbendaharaan  dan  pengetahuan  dalam  pengembangan  ilmu hukum  
pidana  di  Indonesia  dan  secara  khusus  untuk  mengurangi kasus 
tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. 
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b. Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  tambahan  bahan  informasi 
atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan 
melakukan penelitian lanjutan tentang delik kelalaian yang 
menyebabkan kematian. 
2.   Kegunaan Praktikal: 
a. Sebagai  bahan  masukan  bagi  aparat  penegak  hukum,  khususnya 
bagi  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sinjai  dalam  menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama. 
b. Diharapkan  dapat  menjadi  masukan  yang  berguna  bagi  pihak  yang 
terkait  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  hukum  acara 
pidana. 
c. Sebagai  bahan  informasi  atau  masukan  bagi  proses  pembinaan 
kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  untuk  mencegah  terulangnya 
peristiwa serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah 
Strafbaarfeit. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam 
menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, 
menerjemahkan istilah Strafbaarfeit ini sebagai tindak pidana. 
Di kalangan penulis Indonesia, yang menggunakan istilah tindak 
pidana antara lain Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang terlihat dari 
judul bukunya “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”. 
Selain Istilah tindak pidana, ada juga beberapa istilah lain yang 
sering digunakan diantaranya perbuatan pidana,peristiwa pidana, delik, dan 
perbuatan yang dapat dihukum.  
Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana 
atau Strafbaarfeit. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan 
pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah 
tersebut. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah 
perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Beberapa definisi lainnya tentang 
tindak pidana, antara lain: 
a. Menurut Wirjono Prodjodikoro (Frans Maramis, 2012: 58) , “tindak 
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana” 
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b. Menurut S.R. Sianturi (Amir Ilyas 2012: 22), “tindak pidana adalah 
sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang 
dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan 
oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”. 
c. Menurut Moeljatno (Amir Ilyas 2012: 25) yang menggunakan istilah 
perbuatan pidana, “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”. 
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 
dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan 
asas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal 
dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege 
(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
2.  Jenis-jenis tindak pidana  
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam 
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana 
dapat dibedakan atas dasar dasar tertentu, yakni sebagai berikut: 
a. menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. 
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Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui 
dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam pidana 
penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 
kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan 
hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret sedangkan 
pelanggaran itu hanya membahayakan In abstracto saja. 
b. menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
dan materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memerlukan dan /atau tidak memerlukan 
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya 
pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah 
menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan 
dan dipidana. 
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c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. 
Sedangkan tindap pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana 
yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif (komisi) dan tindak pidana pasif (omisi). 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa 
perbuatan aktif. Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan 
atau berbuat sesuatu. Tindak pidana ini berkenan dengan norma yang 
bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu Pasal 
pencurian seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu 
mengambil suatu barang. 
Tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang mengancamkan pidana 
terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini 
seseorang tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini berkenan dengan 
norma yang bersifat perintah. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa  sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat 
saja. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 
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sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah 
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus. 
Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang 
menciptakan suatu keadaan terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam 
KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku 
III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana 
yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagai 
matakuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-
delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP. 
g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan 
tindak pidana propria(tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang berkualitas tertentu) 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang, dan memang sebagian besar tindak pidana 
itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada 
perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai 
negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan 
pelayaran. 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biada dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana  yang 
untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak 
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak 
pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan 
apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak 
mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara 
perdata , atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang 
diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu 
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang 
kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar 
menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, 
kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena 
ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana 
terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang 
diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk 
pokoknya. 
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j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum 
yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP 
didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan 
kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan 
misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan 
hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan 
terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi 
kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, 
dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi 
dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), 
Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab 
XXIII KUHP) dan seterusnya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana 
dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan 
saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak 
pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana 
berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
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sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya 
pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. 
3. Unsur –unsur Tindak Pidana  
Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan 
sebagai berikut. 
a. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui 
bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn) 
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: 
1. Tak berhati-hati; 
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
b. Unsur objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas: 
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1. Perbuatan manusia, berupa: 
a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
b. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut sibedakan antara lain: 
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, 
yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Salah 
satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
pengadilan. 
4.  Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 
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diartikan sebagai hukum , sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, 
dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya 
pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya 
preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 
pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 
perencanaan sebagai berikut: 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang 
biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang 
yakni dalam KUHP: 
a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam 
tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah 
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dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan 
bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara. 
b. Bahwa selain narapidana dipidana, maka mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan 
sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami (Amir 
Ilyas 2012: 97)  teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan 
besar, yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien). 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah 
alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Menurut 
kant (Amir Ilyas 2012:98) mengemukakan bahwa pembalasan atau 
perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan 
keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang dilakukan pembunuhan 
berencana mutlak dijatuhkan. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana 
adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya 
terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban 
masyarakat.  
c. Teori gabungan (verenigingstheorien) 
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Di samping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul 
teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam 
hukum pidana , akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur 
prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. 
B. Kealpaan   
1. Pengertian Kealpaan  
Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan sebagai kesalahan 
terdiri dari kesengajaan dan kealpaan. Kedua hal ini dibedakan, kesengajaan 
berarti dikehendaki, sedangkan kealpaan adalah sesuatu yang tidak 
dikehendaki. Umumnya para pakar berpendapat bahwa kealpaan adalah bentuk 
kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Itulah yang 
mendasari sehingga sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran 
norma pidana yang dilakukan karena kealpaan menjadi lebih ringan. 
Lebih lanjut dijelaskan tentang apa itu kealpaan dan dasar pemikiran 
sehingga perlu adanya pemidanaan terhadap orang yang melakukan kealpaan 
tersebut, dalam Risalah Penjelasaan Rancangan KUHP Belanda. Pada 
umumnya kejahatan kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa 
ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali 
keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap 
keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi akan 
menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap 
mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan kata lain menimbulkan 
keadaan itu karena kealpaannya. Di dalam keadaan ini, sikap batin orang yang 
menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-
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larangan tersebut; dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang 
dilarang, tetapi karena kesalahannya, maupun kekeliruannya dalam batin 
sewaktu dia berbuat demikian sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu 
adalah bahwa kejadian itu terjadi karena dia kurang mengindahkan larangan 
tersebut. 
Jadi, bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru 
melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan 
tersebut. Ini ternyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam 
melakukan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup mengindahkan adanya 
larangan sewaktu dia melakukan perbuatan yang secara objektif kausal dapat 
menimbukan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati 
agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. 
Karena dalam Pasal-Pasal KUHP sendiri tidak ada yang memberikan 
definisi yang konkret tentang apa yang dimaksudkan dengan kealpaan, maka 
dengan berdasarkan pada keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan 
tersebut para ahli hukum pidana mencoba mendefinisikan pengertian kealpaan 
dan atau merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk 
kealpaan. 
Menurut H.B. Vos (Frans Maramis 2012: 125), unsur-unsur yang tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain untuk membentuk kealpaan yaitu pembuat 
dapat menduga (voorzienbaarheid) akan akibat dan pembuat tidak berhati-hati. 
Kedua unsur tersebut dijabarkan secara lebih lanjut sebagai berikut: 
a. Pembuat dapat menduga (voorzienbaarheid) akan akibat 
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Sekarang pada umumnya telah dianut ajaran kesalahan yang normatif, 
sedangkan ajaran kesalahan yang psikologis telah ditinggalkan. Ini  berarti 
bahwa tidak perlu untuk meneliti bagaimana sesungguhnya sikap batin 
pembuat pada waktu melakukan perbuatan. Penilaian dilakukan 
berdasarkan apakah pembuat seharusnya dapat menduga akan akibat atau 
tidak. Oleh karenanya, Moeljatno menyebut unsur ini sebagai “tidak 
melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum”. Menurut pendapat 
Moeljatno (Frans Maramis 2012: 125), mengenai “tidak melakukan 
penduga-duga yang perlu menurut hukum “ini ada dua kemungkinan, 
yaitu: 
1. Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi perbuatannya, 
padahal pandangan itu kemudian benar; 
2. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa yang 
dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. 
Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir ataupun 
pola pandang, yang harusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada 
tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, 
hal mana adalah sikap yang berbahaya. 
b. Pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid) 
Ukuran untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau 
tidak, yaitu apakah rata-rata orang dari lingkungan terdakwa atau 
sekemampuan dengan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat 
yang sama atau tidak, dan jika mereka itu akan berbuat yang tidak sama 
berarti terdakwa telah tidak berhati-hati. 
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Jadi yang digunakan sebagai ukuran bukanlah orang pada umumnya 
melainkan orang dari lingkungan terdakwa, karenanya perlu diperhatikan 
antara lain pekerjaan atau keahliannya. Jika terdakwa seorang dokter, 
maka ukurannya adalah rata-rata dokter pada lingkungan terdakwa atau 
sekemampuan dengan terdakwa. Jika rata-rata dokter tersebut dalam 
keadaan yang sama seperti yang dihadapi terdakwa akan berbuat hal yang 
sama, maka dapat dikatakan terdakwa sudah cukup berhati-hati ( Frans 
Maramis 2012: 129). 
2. Bentuk-bentuk kealpaan   
Dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah culpa lata (kealpaan berat) 
dan culpa levis (kealpaan ringan). Baik dalam ilmu hukum pidana maupun 
yurisprudensi ada kecenderungan pandangan bahwa yang dapat dipidana 
hanyalah pembuat yang padanya ada culpa lata (kealpaan berat) (Frans 
Maramis 2012: 130). 
Dalam dakwaan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain 
(Pasal 359 KUHP), Hoge Raad, 14-11-1887, memberikan pertimbangan 
bahwa kealpaan (culpa) yang pembuatnya dapat dipidana tidak mencakup 
seluruh sikap kurang hati-hati, akan tetapi hanya mengenai tidak 
mengindahkan sikap berhati-hati yang dapat dituntut dari setiap orang untuk 
perbuatan yang dapat dipidana yang bias dipertanggungjawabkan, jadi 
kurang lebih suatu sikap tidak berhati-hati, mengalpakan, atau kecerobohan 
yang kasar dan tercela. 
C. Kejahatan Terhadap Nyawa 
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 Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa 
orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek 
kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. 
 Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau 
dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar 
obyeknya (nyawa). 
 Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa , 
yaitu: 
a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), 
adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d Pasal 
350. 
b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (culpose 
misdrijven), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359). 
 Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), 
maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 hal, yakni: 
a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal:338, 
Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345. 
b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, 
dimuat dalam Pasal:341, Pasal 342, dan Pasal 343. 
c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), 
dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. 
1. Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Dengan Sengaja 
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Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut 
atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan (Adami Chazawi 2001: 56), yang 
terdiri: 
a. pembunuhan biasa dalam bentuk pokok 
kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
(pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang 
rumusannya adalah: 
Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 
b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana 
lain 
Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan 
dalam Pasal 339, yang berbunyi: 
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau  didahului oleh suatu tindak 
pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, 
ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara 
melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
sementara waktu, paling lama 20 tahun. 
c. Pembunuhan berencana (moord) 
Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan 
pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat 
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ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa 
manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: 
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. 
d. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkaan 
Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada 
saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang di dalam praktik hukum 
sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, amsing-masing 
dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342. Pasal 341, adalah 
pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan rencana (pembunuhan 
bayi biasa), sedangkan Pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan 
dengan rencana terlebih dahulu. 
e. Pembunuhan atas permintaan korban 
Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344, yang dirumusakan 
sebagai berikut: 
Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang 
itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 
f. Penganjuran dan pertolongan bunuh diri 
Kejahatan yang dimaksud dicantumkan dalam Pasal 345, yang 
rumusannya adalah: 
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Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, 
menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya 
untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau 
orang itu jadi bunuh diri. 
g. Pengguguran dan pembunuhan kandungan 
Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur 
dalam 4 Pasal yakni: Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349.  
Objek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah 
berbentuk mahluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala 
dan dapat juga belum berbentuk manusia. 
Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika 
dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan menjadi: 
1. Yang dilakukannya sendiri (Pasal 346), dan 
2. Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan 
menjadi 2, ialah: 
a. Atas persetujuannya (Pasal 347), dan 
b. Tanpa persetujuannya (Pasal 348). 
 Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan 
oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tanpa persetujuannya, 
dan orang lain itu adalah orang yang mempunya kualitas peribadi 
tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (Pasal 349). 
2.  Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Dengan Kealpaan 
Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah kejahatan 
yang dirumuskan dalam Pasal 359, yang berbunyi: barang siapa karena 
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kesalahannya ( kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling 
lama 1 tahun. 
Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah: 
a. adanya unsur kelalaian (culpa) 
b. adanya wujud perbuatan tertentu 
c. adanya akibat kematian orang lain 
d. adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat 
kematian orang lain itu. 
Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, 
yakni unsur b, c, dan d. Tiga unsur ini tidak berbeda dengan unsur 
perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (Pasal 338). 
Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur 
kesalahannya, yakni Pasal 359 mengandung unsur kesalahan dalam bentuk 
kurang hati-hati (culpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah 
kesengajaan. 
Perbuatan tertentu tidak terbatas wujud dan caranya, misalnya: 
menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, menjalankan mobil, 
yang penting dari perbuatan itu mengakibatkan orang mati (Adami 
Chazawi 2001: 125). 
Wujud dari perbuatan yang dimaksud dapat berupa perbuatan aktif, 
misalnya seperti disebutkan tadi, dan dapat juga berupa perbuatan pasif, 
misalnya penjaga palang kereta api, karena tertidur, ia lupa menutup 
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palang pintu ketika kereta api lewat, mengakibatkan sebuah bis ditabrak 
oleh kereta api dan banyak orang mati. 
Adapun unsur culpa atau kurang hati-hati dalam kejahatan 359 
adalah bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi 
ditujukan pada akibat. Hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian 
sehari-hari, misalnya seorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati 
menimpa orang lewat. Menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa 
anak yang sedang bermain, membersihkan pistol, karena lupa 
mengeluarkan pelurunya kemudian meledak mengenai anaknya. 
Menembak babi hutan, karena kurang teliti ternyata bukan babi hutan yang 
kena peluru, tapi orang yang sedang merumput. Pada contoh ini, terhadap 
melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja. Dia menebang pohon, 
membersihkan pistol, menjatuhkan balok dan menembak, perbuatan itu 
dilakukannya karena ia menghendaki mewujudkannya. Hanya terhadap 
akibatnya ia tidak membayangkan, yang seharusnya ia 
membayangkannya, atau ia membayangkan akan tetapi pertimbangannya 
akibat itu tidak akan terjadi yang ternyata terjadi. Karena itu dalam 
melakukan perbuatan yang dikehendaki itu tidak boleh tanpa 
membayangkan akibat yang lain yang tidak dikehendaki tapi yang 
mungkin dapat terjadi, atau yang dibayangkan dapat terjadi, dan dengan 
demikian lalu mengabaikan akan kemungkinan itu. 
D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara  
 Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang 
dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim 
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sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting 
dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seorang, 
yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.  
Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 
memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan 
bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu 
hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan 
telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak alasan 
pembenar.  
Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-
hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya 
nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang 
kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti 
pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. 
Sedangkan, faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-
alasan lain yang meringankan.  
Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua yaitu hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang 
menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. 
Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim 
agar sanksi yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Dalam  melakukan  penelitian  penulis  memilih  lokasi  di  Kabupaten 
Sinjai,  tepatnya pada  Kantor  Pengadilan  Negeri Sinjai. Adapun  alasan penulis 
memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul  dan  permasalahan  
yang  akan  diteliti  dan  mengharuskan  penulis melakukan penelitian pada lokasi  
yang dipilih tersebut. Di samping itu pada  lokasi  tersebut  dianggap  cukup  
tersedia  data  dan  sumber  data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari lapangan  
penelitian  yang  bersumber  dari  responden  yang berkaitan dengan 
penelitian melalui wawancara.  
2. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dan  bersumber  dari 
penelaahan  studi  kepustakaan  berupa  literatur-literatur,  karya ilmiah  
(hasil  penelitian),  peraturan  perundang-undangan,  majalah, surat  kabar,  
dokumentasi  dari  berbagai  instansi  yang  terkait  juga bahan-bahan 
tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam  rangka  pengumpulan  data  primer  maupun  data sekunder,  maka  
penulis  menggunakan  dua  jenis  pengumpulan  data sebagai berikut :  
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1.  Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka  yang  
relevan  dengan  penelitian  berupa  literatur-literatur, karya  ilmiah  (hasil  
penelitian),  peraturan  perundang-undangan, majalah,  surat  kabar,  jurnal  
ilmiah,  dokumentasi  dari  berbagai instansi  yang  terkait  dengan  
penelitian  ini,  hal  ini  dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori 
dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang 
terjadi di lapangan.  
2.  Penelitian Lapangan  
Untuk  mengumpulkan  data  penelitian  lapangan  penulis menggunakan 
dua cara, yaitu:  
a. Observasi,  yaitu  secara  langsung  turun  ke  lapangan  untuk melakukan  
pengamatan  guna  mendapatkan  data  yang dibutuhkan baik data primer 
maupun data sekunder.  
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang  
dilakukan  secara  langsung  kepada  responden  dalam  hal ini adalah 
Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.  
D. Teknik Analisis Data  
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data 
primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka 
teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif,  dimana  proses  
pengolahan  datanya  yakni  setelah  data tersebut  telah  terkumpul  dan  dianggap  
telah  cukup  kemudian  data tersebut  diolah  dan  dianalisis  secara  deduktif  
yaitu  dengan berlandaskan  kepada  dasar-dasar  pengetahuan  umum  kemudian 
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meneliti  persoalan  yang  bersifat  khusus  dari  adanya  analisis  inilah kemudian 
ditarik suatu kesimpulan.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian 
Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain terhadap perkara 
No.48/Pid.B/2011/PN.Sinjai. 
1. Posisi Kasus 
Berikut adalah uraian mengenai posisi kasus dalam putusan No. 
48/Pid.B/ 2011/PN.Sinjai yaitu sebagai berikut: 
Bahwa ia terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin Mappasanre Dg. 
Mallehai pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 15.00 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 
atau dalam tahun 2011 di sawah milik terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa Bulu Kamase Kec. 
Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, karena 
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu korban 
Cora Bin Dula, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
 Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar 
jam 19.30 wita (malam hari) di sawah milik terdakwa Kade Dg. Makkeo 
Bin Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa Bulu Kamase 
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, terdakwa meletakkan beberapa buah 
pisang yang sudah berisi racun jenis furadang di tengah sawah dan 
pematang sawah dengan maksud untuk membasmi hama babi dengan cara 
terdakwa menaruh/memasukkan racun purang (berbentuk butiran warna 
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kebiru-biruan) didalam pisang yang sudah masak lalu terdakwa tutup 
kembali dan hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 8 (delapan) biji 
kemudian terdakwa tebarkan ditengah sawah dan pematang sawah yang 
baru terdakwa taburi benih padi, dan pada hari kamis tanggal 17 Februari 
2011 sekitar jam 13.00 wita saksi kamal Bin Paliheng bertemu dengan 
korban Cora Bin Dula sambil membawa pisang kemudian saksi Kamal Bin 
Paliheng menegur korban dengan mengatakan apa yang kamu bawa itu " 
dan dijawab oleh korban "pisang" selanjutnya saksi Kamal Bin Paliheng 
mengatakan "jangan dimakan karena ada racunnya” dan korban 
mengatakan " sudah dua pisang dimakan” dan sekitar 5 menit kemudian 
korban duduk disawah kemudian saksi Kamal Bin Paliheng mengatakan 
bahwa racun yang sudah dimakan dan saksi Kamal Bin Paliheng melihat 
ada kelainan pada diri korban dan saksi kamal Bin Paliheng bergegas 
untuk meminta pertolongan. Bahwa pada saat saksi Kamal Bin Paliheng 
kembali ketempat korban, melihat korban sudah terlentang sambil 
mulutnya mengeluarkan muntah bercampur busa sehingga saksi kamal 
langsung berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi 
Lina Binti Medi Dg. Kade, selanjutnya korban dibawa kerumah saksi Lina 
Binti Medi Dg. Kade dan sekitar 30 menit kemudian dibawa kerumah 
saksi Masnung Alias Sennung Bin Mappe dan sekitar 5 menit kemudian 
korban meninggal dunia. Bahwa setelah terdakwa meletakkan pisang yang 
berisi racun tersebut dipematang sawah seharusnya terdakwa mengambil 
kembali pada pagi harinya untuk menghindari agar racun tersebut tidak 
dimakan oleh manusia, binatang peliharaan masyarakat seperti sapi, 
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kerbau, kuda dan mahluk hidup lainnya. Tetapi hal tersebut terdakwa tidak 
melakukannya dan membiarkan pisang yang berisi racun tersebut 
dipematang atau ditengah sawah miliknya.  
Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris 
kriminalistik Nomor : LB.170 /KTF/11/2011 tanggal 2 Maret 2001 oleh 
pemeriksa 1. Dra. Sugiharti, 2. Hasura Mulyani. Amd, 3. Arinata Vira 
T.S.S, 4. Subono Soekiman diketahui oleh kepala laboratorium forensik 
Cabang mkassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan kesimpulan :  
a. Barang bukti pisang, butiran insektisida dan sisa muntahan korban 
Cora Bin Dulla tersebut diatas adalah benar mengandung insektisida 
Karbofuran.  
b. Karbofuran adalah bahan aktif insektisida golongan Karbamat.  
c. Karbofuran mempunyai efek toksisitas terhadap manusia dengan gejala 
muntah, kesakitan hingga kematian dengan LD 50 = 8-14 mg/kg 
(pestisida untuk pertanian dan kehutanan oleh komisi pestisida 
Departemen pertanian tahun 1993).  
Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No.35/PKM-AS/SSL/2011 
tanggal 25 Februari 2011 an. Cora Binti Dullah diperiksa oleh dr. Andi 
Elya Supardi dokter pada puskesmas Aska dengan hasil pemeriksaan 
dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 55 
tahun ditemukan kaku mayat terdapat seluruh badan sukar dilawan, pada 
seluruh tubuh tidak terdapat luka-luka, tidak ditemukan patah tulang.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
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Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka 
pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, 
sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Pasal 359 KUHP. Bahwa 
oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan secara 
langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, dengan unsur-
unsur sebagai berikut: 
 Barang Siapa 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam 
KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan 
dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, 
dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Kade Dg. 
Makkeo Bin Mappasanre Dg. Mallehai yang identitasnya lengkap termuat 
dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang 
selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti 
jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan 
saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim 
dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan 
pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 
KUHP); Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi. 
Karena Kesalahannya (kealpaannya) 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan 
lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Majelis Hakim 
dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian 
makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau 
tidak, maka akan diuraikan pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut: MvT 
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(Sr Sianturi, 1996:189) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri 
pelaku terdapat:  
a. kekurangan pemikiran yang diperlukan;  
b. kekurangan pengetahuan yang diperlukan;  
c. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;  
Apabila unsur “karena kealpaannya/kelalaiannya” dihubungkan dengan 
fakta persidangan sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa 
(didukung barang bukti) terungkap hal-hal sebagai berikut 
 Bahwa benar korban Cora Bin Dulla meninggal dunia setelah 
memakan pisang yang telah diberi racun oleh terdakwa Kade Dg. Makkeo 
Bin Mappasanre Dg. Mallehai pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 
sekitar pukul 15.00 Wita di sawah milik terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa Bulu Kamase Kec. Sinjai 
Selatan Kab. Sinjai. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 
Terdakwa bermaksud menyimpan perangkap hama babi disawah/pematang 
sawahnya dengan maksud agar racun tersebut dimakan oleh babi ; Adapun 
cara Terdakwa memasukan racun kedalam pisang yaitu dengan memasukkan 
racun furadang tersebut kedalam pisang yang sudah masak lalu terdakwa 
tutup kembali pisang tersebut dan dilakukan terhadap 8 buah pisang lainnya 
lalu ditebarkan ditengah sawah/dipematang sawah yang baru saja terdakwa 
taburi benih padi. Perangkap pisang yang diberi racun tersebut Terdakwa 
simpan pada malam hari, dan pada pagi harinya Terdakwa tidak langsung 
mengambil perangkap pisang racun tersebut tetapi Terdakwa hanya 
mengumpulkan pada satu tempat dan hanya ditutupi oleh daun kemudian 
Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;  
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Bahwa, benar dengan tindakan Terdakwa yang tidak mengambil atau 
memungut kembali umpan pisang yang telah diberi racun tersebut pada pagi 
hari dan kemudian kira-kira pukul 15.00 wita saksi Kamal melihat korban 
Cora memegang pisang dan saksi Kamal langsung menegurnya dengan 
mengatakan " apa yang kamu bawa itu " dan dijawab oleh korban “pisang” 
selanjutnya saksi Kamal Bin Paliheng mengatakan " jangan dimakan karena 
ada racunnya " dan korban mengatakan " sudah dua pisang dimakan "; lalu 
sekitar 5 menit kemudian korban duduk disawah kemudian saksi Kamal Bin 
Paliheng mengatakan " bahwa racun yang sudah dimakan " dan saksi Kamal 
Bin Paliheng melihat ada kelainan pada diri korban dan saksi kamal Bin 
Paliheng bergegas untuk meminta pertolongan. Bahwa pada saat saksi Kamal 
Bin Paliheng kembali ketempat korban, melihat korban sudah terlentang 
sambil mulutnya mengeluarkan muntah bercampur busa sehingga saksi kamal 
langsung berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi Lina 
Binti Medi Dg. Kade lalu dibawa korban kerumahnya kemudian sempat 
dibawa kerumah Masnung untuk diberi minuman kelapa sebagai pertolongan 
pertama namun beberapa saat kemudian korban langsung meninggal dunia; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas merupakan kewajiban 
hukum bagi Majelis Hakim untuk membuktikan apakah kematian korban 
Cora Bin Dulla peristiwa akibat kelalaian Terdakwa yang telah menyimpan 
umpan pisang yang telah diberi racun furadang didalamnya dipematang 
sawah milik Terdakwa yang merupakan daerah tempat lalu lalangnya 
masyarakat bila pergi kesawah ataupun binatang ternak lainnya, bagi Majelis 
Hakim merupakan kewajiban bagi terdakwa untuk ekstra berhati-hati atas 
kemungkinan adanya masyarakat ataupun pengguna jalan yang melewati 
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pematang sawah tersebut, bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas menurut 
pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang demikian itu Terdakwa 
tidak berusaha melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kelalaian 
tersebut dengan cara:  
a. Bahwa ketika pagi harinya Terdakwa tidak langsung memungut kembali 
umpan pisang yang telah diberi racun yang dalam pengawasannya;  
b. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan umpan lain yang bukan merupakan 
makanan yang dapat dimakan oleh manusia;  
Menimbang, bahwa terhadap apa yang tidak dilakukan Terdakwa dalam 
upaya menangkap hama babi yang dapat merusak sawahnya tersebut 
ketika menemui faktor/keadaan yang demikian tersebut, menambah 
keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mengadakan penghati-
hati/sikap hati-hati untuk menagkap umpan hama babi ; Menimbang, 
bahwa tidakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat 
dikategorikan Culpa Lata. Bahwa Pada culpa lata disyaratkan bahwa 
pelaku seharusnya dapat menduga (Voorzien) akan kemungkinan 
terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan 
pasti terjadi, Ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu. Menimbang, 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pasal ini telah terpenuhi 
secara sah dan meyakinkan. 
 Menyebabkan orang lain mati 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta berkesuaian dengan 
keterangan Terdakwa, terungkap bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan 
oleh Terdakwa Kade Dg.Makkeo Bin Mappasanre Dg.Mallehai dengan 
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memasukan racun furadang kedalam pisang dengan tujuan memasang 
perangkap pada babi tersebut mengakibatkan korban Cora Bin Dulla 
meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 
15.00 Wita di sawah milik terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin Mappasanre Dg. 
Mallehai di Dusun Topangka Desa Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. 
Sinjai. dengan bukti surat berupa Visum Et repertum No.35/PKM-
AS/SSL/2011 tanggal 25 Februari 2011 an. Cora Binti Dullah diperiksa oleh 
dr. Andi Elya Supardi dokter pada puskesmas Aska dengan hasil pemeriksaan 
dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 55 
tahun ditemukan kaku mayat terdapat seluruh badan sukar dilawan, pada 
seluruh tubuh tidak terdapat luka-luka, tidak ditemukan patah tulang serta 
berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : LB.170 
/KTF/11/2011 tanggal 2 Maret 2001 oleh pemeriksa 1. Dra. Sugiharti, 2. 
Hasura Mulyani. Amd, 3. Arinata Vira T.S.S, 4. Subono Soekiman diketahui 
oleh kepala laboratorium forensik Cabang mkassar Dr. Nursamran Subandi, 
M.Si dengan kesimpulan :  
a. Barang bukti pisang, butiran insektisida dan sisa muntahan korban Cora 
Bin Dulla tersebut diatas adalah benar mengandung insektisida 
Karbofuran.  
b. Karbofuran adalah bahan aktif insektisida golongan Karbamat.  
c. Karbofuran mempunyai efek toksisitas terhadap manusia dengan gejala 
muntah, kesakitan hingga kematian dengan LD 50 = 8-14 mg/kg 
(pestisida untuk pertanian dan kehutanan oleh komisi pestisida 
Departemen pertanian tahun 1993).; Dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi; 
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3. Tuntutan Pidana 
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2011 yang 
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:  
1. Menyatakan terdakwa Kade Dg. Makkelo Bin Mappasanre Dg. Mallehai 
terbukti secara sah clan meyakinkan menurut hukum bersalah telah 
melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 359 KUHP;  
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Kade Dg. Makkelo Bin Mappasanre 
Dg. Mallehai selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan;  
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
    - 400 Gram jenis racun furadang (insektisida) dirampas untuk dimusnakan;  
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua 
ribu lima ratus rupiah); 
4. Amar Putusan 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa Kade Dg.Makkelo Bin Mappasanre Dg.Mallehai 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati”;  
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan;  
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
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4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;  
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
   - 400 gram jenis racun furadang (insektisida) ;  
   - Dirampas untuk dimusnahkan;  
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua 
ribu lima ratus rupiah) ;  
5. Analisis Penulis 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung 
pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah 
satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia 
nyata.  
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di 
dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya 
seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat 
tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat 
lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang 
terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam 
persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang 
disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.  
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara 
teknis telah memenuhi telah memenuhi syarat formal dan materil surat 
dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAPidana, yaitu 
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harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta 
identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.  
Bahwa penerapan hukum pidana oleh Hakim sudah tepat 
mengingat perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur suatu 
perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan 
hukum, dipersidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang 
didakwakan, dan adanya kesalahan.  
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum pidana pada perkara ini yakni dalam Pasal 359 
KUHP telah tepat. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara 
No.48/Pid.B/2011/PN.Sinjai. 
1. Pertimbangan Hakim 
Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan 
dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam 
persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif 
seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan 
sanksi berupa: 
1. Menyatakan Terdakwa Kade Dg.Makkelo Bin Mappasanre 
Dg.Mallehai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang 
lain mati”;  
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
6 (enam) bulan;  
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;  
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
    - 400 gram jenis racun furadang (insektisida) ;  
    - Dirampas untuk dimusnahkan;  
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah). 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah:  
1. Hakim mepertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan sejak 
tanggal 18 Februari 2011;  
2. Hakim mepertimbangkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh 
Penasehat Hukum, tetapi didampingi oleh orang tua terdakwa dan 
pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Makassar;  
3. Hakim mepertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa;  
4. Hakim mepertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
5. Hakim mepertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;  
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6. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 
04 Mei 2011;  
7. Hakim mepertimbangkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang pada 
pokoknya memohon agar menghukum terdakwa dengan hukuman 
pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum,  
8. Hakim mepertimbangkan bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut 
penuntut umum bertetap pada tuntutannya, sedangkan terdakwa 
bertetap pada pembelaannya;  
9. Hakim mepertimbangkan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan 
oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 04 Mei 
2011;  
10. Hakim mepertimbangkan bahwa atas dakwaan Penuntut Umum 
tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
11. Hakim mepertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah 
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan: 
1. Saksi Muh. Syakir Bin Kube, dibawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut:  
- Bahwa korban Cora Bin Dulls meninggal setelah makan pisang 
yang telah diberi racun oleh terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehai pada hari Kamis tanggal 17 Februari 
2011 sekitar pukul 15.00 Wita di sawah milik terdakwa Kade Dg. 
Makkeo Bin Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa 
Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.  
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- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di SMP melihat murid 
saksi sedang bekerja bakti dan sekitar jam 15.30 wita, saksi 
mendengar informasi kalau korban Cora Bin Dulla habis makan 
pisang yang didalamnya terdapat racun dan korban muntah-
muntah dipinggir pematang sawah milik terdakwa.  
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi pergi 
melihat korban dan benar ternyata saksi mendapati korban sudah 
lemas dan banyak mengeluarkan muntah bercampur busa 
dimulutnya dan sudah tidak dapat berbicara;  
- Bahwa selanjutnya korban dibawa kerumah saksi Lina Binti 
Medi Dg. Kade dan sekitar 30 menit kemudian dibawa kerumah 
saksi Masnung Alias Sennung Bin Mappe dan sekitar 5 menit 
kemudian korban meninggal dunia.  
- Bahwa kebiasan penduduk membunuh babi dengan 
menggunakan racun, tetapi biasanya kalau pisang yang berisi 
racun tersebut tidak dimakan babi maka dipungut kembali dan 
dibawa pulang supaya orang atau binatang lain tidak 
memakannya;  
- Bahwa terdakwa menyimpan racun di sawahnya untuk 
membasmi hama babi dan masyarakat sering melakukan hal 
tersebut pada malam hari antara jam 8.30 malam kemudian 
keesokan harinya dipungut kembali.  
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan sawahnya adalah 
sekitar 100 meter.  
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- Bahwa jenis racun yang diapakai oleh terdakwa adalah racun 
furadang, biasa banyak dijual ditoko pertanian.  
- Bahwa korban Cora sudah meninggal dunia clan sering makan 
pisang yang bukan miliknya.  
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; 
2. Saksi Shahuleng Binti Ranreng, dibawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut:  
- Bahwa korban Cora Bin Dulla meninggal setelah makan pisang 
yang diberi racun oleh terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehaii pada hari Kamis tanggal 17 Februari 
Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa Bulu 
Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.  
- Bahwa korban adalah suami saksi yang telah dikarunai 3 (tiga) 
orang anak.  
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Pasar sentral sedang 
berbelanja kebutuhan sehari-hari dan sekitar jam 14.00 wita saksi 
mendengar informasi kalau korban Cora Bin Dulla habis makan 
pisang yang didalamnya terdapat racun dan korban muntah-
muntah dipinggir pematang sawah milik terdakwa Kade.  
- Bahwa saksi mendengar berita tersebut dari Bahar yang 
memeritahukan kalau Cora sekarat karena habis makan pisang 
yang ada racunnya.  
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- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi pergi 
melihat korban dan benar ternyata saksi mendapati korban sudah 
lemas di rumah saksi Masnun alias Sennung.  
- Bahwa korban sudah meninggal ketika saksi tiba dirumah saksi 
Masnun alias Sennung.  
- Bahwa sebelumnya korban tidak pemah memakan makanan yang 
beracun.,  
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari korban biasa saja dan sudah 
3 tahun terakhir korban agak setengah waras tetapi tidak gila.  
- Bahwa kebiasan penduduk membunuh babi dengan 
menggunakan racun, tetapi biasanya kalau pisang yang berisi 
racun tersebut tidak dimakan babi maka dipungut kembali dan 
dibawa pulang supaya orang atau binatang lain tidak 
memakannya.  
- Bahwa terdakwa menyimpan racun di sawahnya untuk 
membasmi hama babi dan baru Terdakwa yang melakukan hal 
tersebut;  
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan sawahnya adalah 
sekitar 100 meter.  
- Bahwa korban Cora sudah meninggal dunia dan sering makan 
pisang yang bukan miliknya.  
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai 
serta Terdakwa pemah memberikan uang duka sebanyak 
Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);  
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Terhadap kesaksian tersebut, terdakwa membenarkannya. 
3. Masnung Alias Sennung Bin Mappe, dibawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut:  
- Bahwa korban Cora Bin Dulla meninggal setelah makan pisang 
yang diberi racun oleh terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehaii pada hari Kamis tanggal 17 Februari 
Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa Bulu 
Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa Bulu 
Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.  
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada digedung TK dipinggir 
jalan Raya yang berjarak kurang lebih 100 m dari tempat 
kejadian sawah terdakwa clan sekitar jam 14.30 wita saksi 
mendengar informasi kalau korban Cora Bin Dulla habis makan 
pisang yang didalamnya terdapat racun clan korban-munta-
muntah dipinggir pematang sawah milik terdakwa.  
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi pergi 
melihat korban dan benar ternyata saksi mendapati korban sudah 
lemas dan banyak mengeluarkan muntah bercampur busa 
dimulutnya.  
- Bahwa kemudian saksi Kamal membawa korban dengan cara 
ditandu dengan sarung kerumah saksi Lina selanjutnya dibawa 
keerumah saksi yang jaraknya sekitar 200 meter clan saksi Lina 
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dengan maksud untuk dibawa kerumah sakit namun tidak lama 
kemudian meninggal dunia.  
- Bahwa sebelumnya saksi clan beberapa orang berusaha 
meminumkan obat seperti air kelapa muda tetapi air kelapa muda 
tersebut tidak bisa masuk kemulut korban.  
- Bahwa kebiasan penduduk membunuh babi dengan 
menggunakan racun, tetapi baru pertama kali dengan 
menggunakan pisang;  
- Bahwa binatang babi di kampung kami biasa merusak tanaman 
padi;  
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan sawahnya adalah 
sekitar 100 meter.  
- Bahwa jenis racun yang diapaki oleh terdakwa adalah racun 
furadang , biasa dijual ditoko pertanian.  
- Bahwa korban Cora sudah meninggal dunia dan sering makan 
pisang yang bukan miliknya.  
- Bahwa antara terclakwa clan keluarga korban sudah berdamai.  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; 
4. Lina Binti Medi Dg. Kade, dibawah sumpah memberikan keterangan 
sebagai berikut:  
- Bahwa korban Cora Bin Dulla meninggal setelah makan pisang 
yang diberi racun oleh terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehai pada hari Kamis tanggal 17 Februari 
2011 sekitar pukul 15.00 Wita di sawah milik terdakwa Kade Dg. 
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Makkeo Bin Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun Topangka Desa 
Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.  
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi dan sekitar 
jam 14.00 wita saksi mendengar informasi kalau korban Cora 
Bin Dulla habis makan pisang yang didalamnya terdapat racun 
dan korban muntah-muntah dipinggir pematang sawah milik 
terdakwa.  
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi pergi 
melihat korban dan benar ternyata saksi mendapati korban sudah 
lemas dan banyak mengeluarkan muntah bercampur busa 
dimulutnya.  
- Bahwa kemudian saksi Kamal membawa korban dengan cara 
ditandu dengan sarung kerumah saksi yang jaraknya sekitar 200 
meter kemudian dibawa kerumah sakit namun tidak lama 
kemudian meninggal dunia.  
- Bahwa sebelumnya saksi dan beberapa orang berusaha 
meminumkan obat seperti air kelapa muda tetapi air kelapa muda 
tersebut tidak bisa masuk kemulut;  
- Bahwa kebiasan penduduk membunuh babi dengan 
menggunakan racun, tetapi biasanya kalau pisang yang berisi 
racun tersebut tidak dimakan babi maka dipungut kembali;  
- Bahwa terdakwa menyimpan racun di sawahnya untuk 
membasmi babi karena sering merusak tanaman sawah;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; 
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5. Kamal Bin Paliheng, BAP dibacakan dengan keterangan sebagai 
berikut:  
- Bahwa korban Cora Bin Duna meninggal setelah makan pisang 
yang telah diberi racun oleh terdakwa Kade Dg. Makkeo Bin 
Mappasanre Dg. Mallehai Mallehai pada. hari Kamis tanggal 17 
Februari 2011 sekitar pukul 15.00 Wita di sawah milik terdakwa 
Kade Dg. Makkeo Bin Mappasanre Dg. Mallehai di Dusun 
Topangka Desa Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.  
- Bahwa pada saat kejadian saksi hendak kesekolah namun waktu 
itu saksi melewati pematang sawah yang ada dibelakang rumah 
saksi dan bertemu dengan korban Cora Bin Dulla.  
- Bahwa saksi melihat korban memegang pisang dan saksi 
langsung menegurnya dengan mengatakan " apa yang kamu 
bawa itu " clan dijawab oleh korban " pisang " selanjutnya saksi 
Kamal Bin Paliheng mengatakan " jangan dimakan karena ada 
racunnya " dan korban mengatakan " sudah dua pisang dimakan 
";  
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian korban duduk disawah 
kemudian saksi Kamal Bin Paliheng mengatakan " bahwa racun 
yang sudah dimakan " dan saksi Kamal Bin Paliheng melihat ada 
kelainan pada diri korban dan saksi kamal Bin Paliheng bergegas 
untuk meminta pertolongan.  
- Bahwa pada saat saksi Kamal Bin Paliheng kembali ketempat 
korban, melihat korban sudah terlentang sambil mulutnya 
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mengeluarkan muntah bercampur busa sehingga saksi kamal 
langsung berteriak minta talong dan tidak lama kemudian datang 
saksi Lina Binti Medi Dg. Kade;  
- Bahwa, selanjutnya korban dibawa kerumah saksi Lina Binti 
Medi Dg. Kade dan sekitar 30 menit kemudian dibawa kerumah 
saksi Masnung Alias Sennung Bin Mappe dan sekitar 5 menit 
kemudian korban meninggal dunia.  
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan pisang yang berisi racun 
tersebut dipematang sawah seharusnya terdakwa mengambil 
kembali pada pagi harinya untuk menghindari agar racun tersebut 
tidak dimakan oleh manusia, binatang peliharaan masyarakat 
seperti sapi, kerbau, kuda dan mahluk hidup lainnya. Tetapi hal 
tersebut terdakwa tidak melakukannya dan membiarkan pisang 
yang berisi racun tersebut dipematang atau ditengah sawah 
miliknya.  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; 
12. Hakim mepertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa telah 
memberikan keterangannya dengan jujur dan mengakui kesalahannya;  
13. Hakim mepertimbangkan berdasarkan penemuan fakta-fakta di 
persidangan maka terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan 
sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan delik 
kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. 
14.  Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa;  
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a. Hal-hal yang memberatkan, yaitu:  
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Cora Bin 
Dulla meninggal dunia; 
- perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat lainnya;  
b. Hal-hal yang meringankan, yaitu:  
- Terdakwa belum pernah dihukum;  
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya;  
- Terdapat perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;  
15. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap SEMA No.01 
Tahun 2000 tanggal 3 Juni 2000 tentang pemidanaan yang setimpal 
dengan perbuatan pidana/ kejahatannya, serta harus pula memenuhi 
tujuan pemidanaan yang bersifat Korektif, Edukatif dan Preventif; 
2. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis,  maka penulis berkesimpulan 
bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana yang dilakukan, Hakim terlebih dulu mempertimbangkan 
banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-
pertimbangan yuridis dan nonyuridis, keadaan dan latar belakang keluarga 
terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa.  
Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur 
tindak pidana yang  didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun 
unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP yang menurut hakim telah sesuai 
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dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta 
persidangan.  
Penjatuhan pidana dalam kasus ini Hakim memutuskan 6 (enam) 
bulan, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 
Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan.  
Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) 
bulan dinilai Penulis sudah tepat, karena sudah sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yang berlaku, hal ini kita bisa terlihat dari vonis yang 
dijatuhkan pada pelaku meski korbannya mengalami kematian namun 
korban tidak memiliki unsur kesengajaan di dalamnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan 
matinya orang lain penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni 
Pasal 359 KUHP  telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik 
keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan 
terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan 
mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya.  
2. Pertimbangan hakim dalam memustukan perkara putusan Nomor : 
48/Pid.B/2011/PN.Sinjai telah sesuai karena berdasarkan penjabaran 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta 
adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan 
dan memberatkan, yang diperkuat dengan keyakinan hakim.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut :  
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang 
menyebabkan matinya orang lain hendaknya senantiasa diterapkan 
secara efektif dengan pengawasan dari berbagai pihak.  
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2. Hakim mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan 
hukuman bagi seorang terdakwa. Akan tetapi meski demikian seorang 
hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar 
mempertimbangkan segala aspek dan harus diputuskan seadil-adilnya 
menurut hukum.  
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